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Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan 

Kinerja (LAKIN) Badan Geologi tahun 2022 dapat diselesaikan. LAKIN ini disusun 

sebagai wujud pertanggungjawaban atas capaian kinerja dalam rangka menunaikan 

tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada Badan Geologi.  

Penyusunan LAKIN Badan Geologi tahun 2022 ini mengacu kepada Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

Oleh karena itu, LAKIN Badan Geologi tahun 2022 memberikan informasi hasil 

kinerja melalui pengukuran pencapaian kinerja, sasaran strategis, dan kegiatan yang 

telah dilaksanakan selama tahun 2022, sesuai dengan Rencana Strategis Badan 

Geologi tahun 2020-2024. Di dalamnya antara lain digambarkan faktor-faktor yang 

menyebabkan keberhasilan atau yang menjadi hambatan atau permasalahan yang 

dihadapi oleh Badan Geologi selama tahun 2022. 

Diharapkan LAKIN Badan Geologi tahun 2022 ini dapat bermanfaat sebagai 

acuan dalam pengambilan kebijakan serta sebagai umpan balik dalam memperbaiki 

dan meningkatkan kinerja Badan Geologi pada tahun mendatang. Ucapan terima 

kasih dan penghargaan disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu 

menyelesaikan LAKIN Badan Geologi tahun 2022 ini. 

 

 

Bandung, Februari 2023 

Plt. Kepala Badan Geologi 

 

 

 

Muhammad Wafid 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi 

pemerintah wajib menyusun laporan kinerja yang tersusun dalam sebuah sistem yang disebut 

sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).  

SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang 

dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, 

pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka 

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, laporan 

kinerja (Lakin) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang 

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.  

Dalam penyusunan lakin yang terpenting adalah pengukuran kinerja dan evaluasi 

serta pengungkapan (disclosure) hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan 

penyusunan lakin adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi 

mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan sebagai upaya perbaikan 

berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. 

Badan Geologi sebagai lembaga eselon satu di lingkungan Kementerian Energi dan 

Sumber Daya Mineral (KESDM) berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional 

pada sektor energi dan sumber daya mineral dan sektor lainnya untuk SDGs terkait 8 aspek 

kegeologian, yakni: agrogeology, climate change, energy, engineering geology, geohazards, 

geoheritage and geotourism hydrogeology and contaminant geology, dan minerals and rock 

materials (Gambar 1.1).  

Dalam kerangka tersebut, Badan Geologi berperan dalam menyediakan data hulu 

terkait pengungkapan sumber daya dan cadangan, penyiapan rekomendasi wilayah kerja dan 

wilayah izin usaha pertambangan, eksplorasi sumber daya, panas bumi, migas, mineral dan 

batubara, gas metana batubara dan pelayanan mitigasi bencana geologi, pengelolaan air 

tanah, serta rekomendasi geologi lingkungan untuk perencanaaan tata ruang.  
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Gambar 1.1. Peran Geologi dalam Pembangunan Berkelanjutan (Sumber: Geology and the 

sustainable development goal). 

Berdasarkan Perpres Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2020-2024, RPJMN tersebut merupakan tahapan ke-4 dari 

RPJPN tahun 2005 – 2025. RPJMN 2020-2024 hendak mewujudkan masyarakat Indonesia 

yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang 

dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan pada 

keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya 

saing. Visi RPJMN 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri 

dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.  

Dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional tersebut KESDM 

mendorong institusinya untuk menjadi penggerak utama pembangunan nasional melalui 

pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang optimal demi terwujudnya kemandirian 

dan ketahanan energi untuk kesejahteraan rakyat yang adil dan merata. Dalam mengemban 

amanah besar itu, KESDM terus bertransformasi ke arah yang lebih baik untuk menjadi 

institusi pemerintah yang profesional, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dihormati dan 

disegani yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. 

Badan Geologi yang ditugaskan untuk memberikan kontribusi pembangunan yang 

maksimal dalam mendukung agenda pembangunan nasional berkelanjutan yang mengacu 

pada agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMN dan rencana strategis KESDM, 

terutama untuk berbagai aspek pembangunan yang berkaitan dengan kegeologian.  

Dengan mengacu pada 8 aspek kegeologian dalam mendukung SDGs, maka Badan 

Geologi diharapkan mampu memberikan kontribusi besar dalam pembangunan di Indonesia. 

Pertama, terkait pelayanan mitigasi bencana geologi di Indonesia (geo-hazards) yang meliputi 

sistem peringatan dini, sistem pemantauan, pemetaan rawan bencana, sosialisasi dan 

penyelidikan pasca tanggap darurat bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, 

gerakan tanah, banjir, likuefaksi, amblesan tanah, dll. Kedua, pengungkapan potensi sumber 

daya geologi (geo-resources) berupa mineral, batubara, air tanah, migas dan panas bumi 

yang perlu pengelolaan dan penanganan secara terpadu, dengan keluaran pemutakhiran data 

neraca sumber daya mineral, batubara, CBM, panas bumi dan migas yang lengkap serta 

akurat. Ketiga, berkontribusi untuk memberikan rekomendasi kawasan cagar alam geologi, 

rekomendasi konservasi air tanah dan cekungan air tanah dan rekomendasi geologi tata 

lingkungan untuk perencanaan tata ruang (geo- enviromental).  

Sepanjang tahun 2022, Badan Geologi telah memberikan kontribusi optimal dengan 

menggarap berbagai aspek kegeologian terutama dalam mendukung agenda pembangunan 

di atas. Dukungan ini berupa pemenuhan target prioritas nasional dan menyukseskan prioritas 

KESDM dan kementerian lainnya. Dukungan Badan Geologi berkontribusi pada penyediaan 

data hulu kegeologian diatas, yang diharapkan memberikan rekomendasi dan mendukung 

nilai tambah untuk masukan pertimbangan pembangunan hilirisasi sektor ESDM dan bagi 

sektor lainnya di Indonesia.  

Dengan demikian, Laporan Kinerja Badan Geologi 2022 ini merupakan wujud 

pertanggungjawaban dan transparasi atas pencapaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi Badan Geologi selama tahun anggaran 2022. Maksudnya tentu saja untuk mendukung 

pencapaian pembangunan prioritas nasional, prioritas KESDM dan Indikator Kinerja Utama 

melalui Perjanjian Kinerja Badan Geologi yang telah ditetapkan. Laporan ini juga diharapkan 
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dapat menjadi bahan masukan untuk perbaikan dalam penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan tahun berikutnya. 

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja 

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244); 

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan 

Kinerja; 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja 

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomo 1842); 

9. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569); 

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2016 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah di Lingkungan  KESDM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 930); 

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733); 

12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral 

13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 229 K/09/MEM/2020 tentang 

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 

1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 

kedudukan, tugas dan fungsi Badan Geologi adalah sebagai berikut: 
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A. Kedudukan 

Badan Geologi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Badan 

Geologi dipimpin oleh Kepala Badan. 

B. Tugas 

Badan Geologi mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan 

pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, 

air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi.  

C. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Geologi menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan penyelidikan di bidang sumber daya 

geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi 

lingkungan, serta survei geologi; 

2. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan sumber daya geologi, vulkanologi dan 

mitigasi bencana geologi, air tanah dan geologi lingkungan serta survei geologi; 

3. Pelaksanaan penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya 

geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah dan geologi 

lingkungan serta survei geologi; 

4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelidikan dan 

pelayanan sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air 

tanah dan geologi lingkungan serta survei geologi; 

5. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelidikan 

dan pelayanan sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, 

air tanah dan geologi lingkungan serta survei geologi; 

6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian, 

penyelidikan dan pelayanan sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi 

bencana geologi, air tanah dan geologi lingkungan serta survei geologi; 

7. Pelaksanaan administrasi Badan Geologi; dan 

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri. 

1.4. Aspek Strategis 

Aspek strategis peran Badan Geologi pada tahun 2022 dalam mendukung 

pembangunan nasional berkelanjutan, terutama berkaitan dengan kontribusinya pada 

Program RPJMN 2020-2024.  Dalam RPJMN 2020-2024 merupakan periode ke-4 dalam 

kerangka RPJP 2005-2025, dengan tema pembangunan yang diusung adalah “Indonesia 

Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan” yang 

diimplementasikan pada 7 agenda pembangunan, yaitu:  

 

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan 

berkeadilan; 

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin 

pemerataan; 

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; 

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan 

pelayanan dasar; 

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan 

iklim; 
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7. Memperkuat stabilitas polhukhamkam dan trasformasi pelayanan publik. 

 

Dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional tersebut KESDM 

mendorong institusinya untuk menjadi penggerak utama pembangunan nasional melalui 

pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang optimal demi terwujudnya kemandirian 

dan ketahanan energi untuk kesejahteraan rakyat yang adil dan merata. Kehendak ini terlihat 

dari posisi KESDM setidaknya menyokong 6 agenda nasional yang dijabarkan dalam 13 

sasaran strategis KESDM:  

 

1. Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional; 

2. Optimalisasi ketersediaan pasokan mineral; 

3. Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi; 

4. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia; 

5. Optimasi konstribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan; 

6. Layanan sektor ESDM yang optimal; 

7. Perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM yang berkualitas; 

8. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sektor ESDM yang efektif; 

9. Penelitian dan pengembangan sektor ESDM yang produktif; 

10. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima; 

11. Organisasi fit dan SDM yang unggul; 

12. Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi; 

13. Pengelolaan sistem anggaran yang optimal; 

 

Dukungan Badan Geologi untuk agenda pembangunan nasional pada RPJMN 2020-

2024, terutama pada agenda ke-1: memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan 

berkualitas, agenda ke-5: memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan 

ekonomi dan pelayanan dasar, serta agenda ke-6: membangun lingkungan hidup, 

meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. 

 

Dalam kerangka Renstra KESDM, seluruh kinerja Badan Geologi telah selaras dengan 

kinerja pada level menteri. Dari 10 sasaran yang dicanangkan KESDM, Badan Geologi 

mendukung 8 sasaran yang berperan sebagai sektor hulu energi dan sumber daya geologi, 

mitigasi kebencanaan dan penguatan kelembagaan, yang dirumuskan dalam 9 sasaran 

strategis sebagai berikut: 

 

1. Meningkatkan Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi; 

2. Meningkatnya Pemanfaatan Data, Informasi dan Layanan Geologi;  

3. Data dan Peta Geologi yang Berkualitas;  

4. Meningkatnya Kepuasan Layanan Badan Geologi; 

5. Optimalisasi Kontribusi Badan Geologi yang Bertanggung Jawab dan 

Berkelanjutan; 

6. Pengawasan dan Pengendalian Subsektor Geologi yang Efektif; 

7. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal; 

8. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima; 

9. Organisasi Badan Geologi yang fit dan SDM yang Unggul. 

 

Dukungan Badan Geologi dalam RPJMN 2020-2024 yang dapat dijelaskan  dalam program 

prioritasnya, yakni: 
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I. Prioritas Nasional ke-1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang 

Berkualitas dan Berkeadilan 

⮚ Program Prioritas 2: Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung 

Pertumbuhan Ekonomi 

a. Kegiatan Prioritas: Penyediaan Air Baku untuk Kawasan Prioritas 

Proyek Prioritas: Penyediaan dan Pengamanan Air Baku dan Air Tanah 

1. Rekomendasi Geologi Penurunan Muka Tanah di Kawasan Pesisir Pantai 

Utara Pulau Jawa (PATGTL). 

2. Jaringan Pemantauan Air Tanah Berbasis Cekungan Air Tanah. 

b. Kegiatan Prioritas: Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan 

Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau 

Proyek Prioritas: Rehabilitasi Hutan dan Lahan 

1. Rekomendasi Teknis Pengusahaan Air Tanah. 

 

⮚ Program Prioritas 6: Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di 

Sektor Riil, dan Industrialisasi 

a. Kegiatan Prioritas: Peningkatan Industrialisasi Berbasis Hilirisasi Sumber Daya 

Alam, Termasuk Melalui Pengembangan Smelter dan Kawasan Industri Terutama di 

Luar Jawa 

Proyek Prioritas: Pemanfaatan Mineral dan Batubara untuk Peningkatan Nilai 

Tambah 

1. Rekomendasi Keprospekan Sumber Daya Batubara, Gambut, dan Gas Metana 

Batubara. 

2. Rekomendasi Keprospekan Sumber Daya Mineral. 

b. Kegiatan Prioritas: Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan 

Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok 

Proyek Prioritas: Pengembangan 16 Destinasi Pariwisata Geopark 

1. Warisan Geologi yang ditetapkan. 

2. Pusat Informasi Geologi. 

II. Prioritas Nasional ke-5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan 

Ekonomi dan Pelayanan Dasar 

 

⮚ Program Prioritas 4: Energi dan Ketenagalistrikan 

a. Kegiatan Prioritas: Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan 

Proyek Prioritas: Perbaikan Efisiensi dan Emisi Energi dan Ketenagalistrikan 

1. Data dan Informasi Migas 

b. Kegiatan Prioritas: Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik 

Proyek Prioritas: Peningkatan Kehandalan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan  

1. Rekomendasi Keprospekan Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi. 

2. Rekomendasi Keprospekan Migas. 

III. Prioritas Nasional ke-6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan 

Bencana dan Perubahan Iklim 

 

⮚ Program Prioritas 2: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim 

Kegiatan Prioritas: Penanggulangan Bencana 

a. Proyek Prioritas: Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana 
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1. Rekomendasi Penyelidikan Geologi Terpadu untuk Penataan Ruang. 

2. Peta Bersistem dan Bertema. 

3. Rekomendasi Geologi Penurunan Muka Tanah di Kawasan Pesisir Pantai 

Utara Pulau Jawa (BKAT). 

b. Proyek Prioritas: Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan 

1. Pos Pengamatan Gunungapi yang Dikembangkan. 

c. Proyek Prioritas: Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang Berbasis Risiko 

Bencana 

1. Peta Kawasan Rawan Bencana Geologi. 

d. Proyek Prioritas: Penguatan Sistem Mitigasi Multi Ancaman Bencana Terpadu 

1. Peta Zona Kerentanan Likuefaksi. 

2. Sistem Mitigasi Bencana Geologi yang Dikembangkan. 

IV. Major Project Prioritas Nasional ke-5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung 

Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 

a. Pengaman Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa 

1. Rekomendasi Geologi Penurunan Muka Tanah di Kawasan Pesisir Pantai 

Utara Pulau Jawa (PATGTL). 

2. Rekomendasi Geologi Penurunan Muka Tanah di Kawasan Pesisir Pantai 

Utara Pulau Jawa (BKAT). 

3. Rekomendasi Teknis Pengusahaan Air Tanah. 

V. Major Project Prioritas Nasional ke-6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan 

Ketahanan Bencana, dam Perubahan Iklim 

a. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana. 

1. Pos Pengamatan Gunungapi yang Dikembangkan. 

 

Bagi program KESDM, Badan Geologi merupakan pendukung langsung dalam 

pencapaian sasaran strategis ke-3, yaitu meningkatnya  pelayanan mitigasi bencana geologi 

dan sasaran strategis ke-6, yaitu layanan sektor ESDM yang optimal. Sedangkan untuk 

program lainnya Badan Geologi menjadi pendukung semua indikator yang ada pada program 

KESDM. 

Dalam hal kegeologian, Badan Geologi memiliki Pilar Pembangunan Geologi yaitu: 

● Penyelidikan dan Eksplorasi Sumber Daya Geologi 

Penyelidikan dan Eksplorasi Sumber daya geologi merujuk kepada 

aspek hulu sumber daya energi dan sumber daya mineral yang meliputi antara 

lain sumber daya energi fosil, energi panas bumi, sumber daya mineral. Energi 

fosil meliputi minyak dan gas bumi (migas), batubara, gambut, coal-bed 

methane (CBM), dan bitumen padat. Adapun sumber daya mineral meliputi 

mineral logam dan mineral nonlogam; mineral strategis; dan mineral langka. 

 

Permasalahan yang dihadapi sumber daya geologi saat ini antara lain: 

penurunan sumber daya dan cadangan migas, dan masih sedikitnya 

penemuan cekungan baru migas Indonesia; belum optimalnya pengungkapan 

potensi sumber daya energi terutama di wilayah Indonesia Timur, daerah 

perbatasan, dan pulau-pulau kecil dan terluar; dan perlunya peningkatan 

pengungkapan potensi CBM sebagai energi alternatif yang ramah lingkungan. 
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● Penyelidikan dan Konservasi Lingkungan Geologi 

Penyelidikan dan Konservasi Lingkungan Geologi berkaitan dengan 

geologi lingkungan dan air tanah dengan kegiatan penelitian dan pelayanan 

aspek geologi lingkungan, geologi teknik, dan air tanah. Hasil-hasil 

penyelidikan bidang ini, antara lain untuk penataan ruang, pengembangan 

wilayah, penentuan lokasi atau penempatan bangunan fisik yang penting, 

strategis, atau vital; dan pengelolaan sumber daya air tanah. 

 

Permasalahan yang dihadapi terkait geologi lingkungan antara lain: 

masih sedikitnya kajian, penyelidikan atau penelitian tentang kuantitas, 

kualitas, konservasi air tanah, geologi lingkungan, dan geologi teknik; baik 

cakupan wilayah, maupun kedalaman substansi; dibandingkan perkembangan 

kasus atau pesatnya pembangunan fisik dan pengembangan wilayah; masih 

sedikitnya pemetaan hidrogeologi atau air tanah skala yang lebih besar dari 

1:250.000, baik untuk kuantitas, maupun kualitas air tanah; dan masih belum 

cukup dilibatkannya hasil-hasil penelitian geologi lingkungan, geologi teknik, 

dan air tanah dalam pengelolaan lingkungan dan penataan ruang. 

 

● Mitigasi Bencana Geologi 

Mitigasi bencana geologi yang dilakukan melalui kegiatan penyelidikan, 

penelitian, pemantauan, penetapan status, peringatan dini, tanggap darurat 

bencana dan, pengurangan risiko bencana, dan pemberian rekomendasi 

penanggulangan bencana geologi; sebelum, pada saat, dan sesudah 

terjadinya bencana. Mitigasi bencana geologi juga meliputi penyusunan peta 

gunung api dan pengembangan teknologi kegunungapian serta teknologi 

mitigasi bencana gerakan tanah. Bencana geologi meliputi letusan gunung api, 

gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami. Potensi bencana atau ancaman 

bahaya geologi penting diketahui secara rinci. 

 

Permasalahan yang dihadapi terkait kebencanaan geologi antara lain: 

pembangunan yang berkembang pesat dan peningkatan jumlah penduduk 

menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan di kawasan rawan bencana geologi 

dan mengakibatkan peningkatan risiko bencana; pemerintah daerah belum 

secara optimal memprioritaskan mitigasi bencana dalam kegiatan 

pembangunan sesuai amanah undang-undang terkait; dan paradigma baru 

penanggulangan bencana yang kini menjadi tanggung jawab bersama antara 

pemerintah dan masyarakat belum dipahami secara optimal. 

 

● Rekomendasi Teknis & Pelayanan Informasi Geologi 

Rekomendasi teknis serta layanan infomasi geologi merupakan muara 

berbagai kegiatan penelitian, mitigasi dan pelayanan bidang geologi meliputi 

pengelolaan data dan informasi, termasuk penghimpunan, pengolahan, 

penyusunan, penyajian, pengemasan, penyimpanan, retrieval, dan 

penyebarluasan, serta pemutakhiran data dan informasi. Produknya antara lain 

data dan informasi dalam bentuk laporan, peta, atlas, digital, buku, dan sistem 

informasi. 
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Permasalahan yang muncul terkait  rekomendasi teknis dan layanan 

informasi geologi antara lain: data dan informasi dan sistem pengelolaannya 

masih tersebar atau belum terintegrasi; data dan informasi substansi 

kegeologian belum semuanya tersedia secara rinci; dan penyebarluasan 

informasi geologi dan pemanfaatannya juga yang masih kurang optimal. 

 

 
Gambar 1.2. Pilar Pembangunan Geologi guna mewujudkan Geologi untuk Pembangunan 

Berkelanjutan 

 

1.5. Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 tahun 

2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 

Badan Geologi terdiri atas: 

a. Sekretariat Badan Geologi; 

b. Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi; 

c. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi; 

d. Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan; dan 

e. Pusat Survei Geologi. 

Selain susunan organisasi tersebut, di lingkungan Badan Geologi terdapat unit 

pelaksana teknis yang diatur oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 

34 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan 

Badan Geologi serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 

2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan, 

yaitu:  

1. Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan(*) 

2. Museum Geologi  

3. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi 
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4. Balai Konservasi Air Tanah 

5. Balau Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah 

(*) : Sebelumnya merupakan Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan 

(PPPGL) dan berada dalam struktur unit Balitbang KESDM yang kemudian bergabung 

dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sejak bergabungnya Balitbang KESDM 

dengan BRIN, maka berdasarkan Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2022, PPPGL bergabung 

secara struktur Unit Badan Geologi pada tanggal 25 Maret 2022 dan berganti nama menjadi 

Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan. Adapun proses struktur administrasi 

BBSPGL ke Badan Geologi dimulai sejak tanggal 1 Oktober 2022. 

 

Data PNS Badan Geologi pada akhir Desember 2022 sebagai berikut: 

1) Berdasarkan Penyebaran: 

Tabel 1.1. Data PNS Badan Geologi Berdasarkan Penyebaran Tahun 2022 

No Unit Jumlah 2020 Jumlah 2021 Jumlah 2022 

1 Badan Geologi 1 1 0 

2 
Sekretariat Badan Geologi 56 60 62 

Museum Geologi 40 40 43 

3 
Pusat Sumber Daya Mineral Batubara Dan 

Panas Bumi 
168 157 140 

4 

 

Pusat Vulkanologi Dan Mitigasi Bencana 

Geologi 
320 307 303 

Balai Penyelidikan dan Pengembangan 

Teknologi Kebencanaan Geologi 
60 43 42 

 
Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi 

Bencana Gerakan Tanah Nusa Tenggara 
- - 4 

5 

 

Pusat Air Tanah Dan Geologi Tata 

Lingkungan 
150 134 137 

Balai Konservasi Air Tanah 18 17 18 

6 Pusat Survei Geologi 179 171 157 

7 
Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi 

Kelautan 
- - 133 

JUMLAH 992 930 1039 

 

2) Berdasarkan Pendidikan: 

Tabel 1.2. Data PNS Badan Geologi Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022 

No Unit 
<=SLT

A 

DI-

D4 
S1 S2 S3 SPESIALIS 

1 Badan Geologi - - - - - - 
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No Unit 
<=SLT

A 

DI-

D4 
S1 S2 S3 SPESIALIS 

2 
Sekretariat Badan Geologi 5 1 39 16 1 0 

Museum Geologi 10 1 21 11 0 0 

3 
Pusat Sumber Daya Mineral Batubara 

dan Panas Bumi 
16 6 73 44 1 0 

4 

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi 

Bencana Geologi 
136 83 44 32 12 0 

Balai Penyelidikan dan Pengembangan 

Teknologi Kebencanaan Geologi 
12 0 16 8 2 0 

Balai Pemantauan Gunungapi dan 

Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Nusa 

Tenggara 

0 0 3 1 0 0 

5 

Pusat Air Tanah dan Geologi Tata 

Lingkungan 
47 4 53 30 3 0 

Balai Konservasi Air Tanah 5 0 10 2 1 0 

6 Pusat Survei Geologi 23 8 69 47 10 0 

7 
Balai Besar Survei dan Pemetaan 

Geologi Kelautan 
43 19 40 29 2 0 

JUMLAH 297 122 368 220 32 0 

 

3) Berdasarkan Gender 

Tabel 1.3. Data PNS Badan Geologi Berdasarkan Gender Tahun 2022 

No Unit Pria Wanita Jumlah 

1 Badan Geologi 0 0 0 

2 
Sekretariat Badan Geologi 37 25 62 

Museum Geologi 27 16 43 

3 
Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan 

Panas Bumi 
102 38 140 

4 

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana 

Geologi 
272 31 303 

Balai Penyelidikan dan Pengembangan 

Teknologi Kebencanaan Geologi 
27 15 42 

Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi 

Bencana Gerakan Tanah Nusa Tenggara 
2 2 4 

5 

Pusat Air Tanah dan Geologi Tata 

Lingkungan 
109 28 137 

Balai Konservasi Air Tanah 15 3 18 

6 Pusat Survei Geologi 114 43 157 

7 
Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi 

Kelautan 
106 27 133 

JUMLAH 811 228 1039 

 

 

1.6. Sistematika Penyajian Laporan 
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Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Geologi ini mengacu pada Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini berisi 4 (empat) bab 

yang terdiri dari atas: 1). Pendahuluan; 2). Perencanaan Kinerja; 3). Akuntabilitas Kinerja; dan 

4). Penutup. Gambaran setiap bab secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini disajikan penjelasan umum mengenai latar belakang organisasi, peran 

geologi dalam pembangunan berkelanjutan, penekanan aspek strategis organisasi, 

tugas, fungsi dan struktur Badan Geologi. 

BAB II Perencanaan Kinerja 

Bab II merupakan penjelasan secara ringkas dokumen perencana yang menjadi dasar 

pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan Badan Geologi di TA 

2022, meliputi Renstra Badan Geologi 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Badan Geologi 

TA 2022. 

BAB III Akuntabilitas Kinerja 

Pada Bab III dijelaskan analisis setiap pencapaian Perjanjian Kinerja Badan Geologi 

dan Evaluasi yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Badan Geologi 2020-2024. 

Selain itu, dijelaskan faktor-faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian Perjanjian 

Kinerja serta faktor yang menghambatnya. 

BAB IV Penutup 

Bab IV berisi simpulan umum dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Geologi Tahun 

Anggaran 2022 dan memberikan rekomendasi yang diperlukan untuk terwujudnya 

perbaikan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Geologi berpedoman pada 

dokumen perencanaan yang ada, di antaranya Rencana Strategis Kementerian Energi dan 

Sumber Daya Mineral (Renstra KESDM) 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan 

Geologi 2020-2024. 

2.1  Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2020-2024 

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Mineral Nomor 16 Tahun 2020 

tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah ditetapkan 

misi, tujuan strategis dan sasaran strategis tahun 2020-2024 yang menjadi pedoman dalam 

kesinambungan perencanaan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral untuk 

mendukung pencapaian pembangunan nasional yang berkelanjutan yang mengacu pada 

RPJMN 2020-2024.  

Dalam rangka mendukung misi pembangunan periode 2020-2024 sebagaimana 

tertuang dalam RPJMN, KESDM mencoba melakukan elaborasi misi “mewujudkan 

masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur”. Dalam hal ini KESDM 

menghadirkan visi “Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional Melalui Pengelolaan 

ESDM yang Optimal demi Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Energi untuk 

Kesejahteraan Rakyat yang Adil dan Merata”. Melalui visi ini diharapkan KESDM terus 

melakukan pembenahan dan penyempurnaan di seluruh aspek sektor energi dan sumber 

daya mineral (ESDM). 

Dalam pemenuhan kebutuhan energi, pemerintah menggunakan kaidah pengelolaan 

energi yang optimal, di mana energi tidak lagi dijadikan sebagai komoditi, tetapi sebagai modal 

pembangunan bangsa serta memberikan jaminan ketersediaan energi yang adil dan merata 

dengan pemerataan pembangunan infrastruktur dan rasionalisasi harga energi. Begitu pula 

dalam pengelolaan sumber daya mineral di mana pemerintah akan terus mengusahakan 

pembangunan infrastruktur pengolahan dan industri manufaktur turunan untuk meningkatkan 

nilai tambah produk dalam negeri. 

Kemandirian energi merupakan indikator jaminan pemenuhan kebutuhan energi 

secara mandiri dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam 

negeri. Kebijakan yang diharapkan dapat mewujudkannya yaitu dengan meningkatkan 

penggunaan sumber energi terbarukan serta melakukan diversifikasi energi di seluruh sektor 

energi agar tidak bergantung pada satu jenis sumber energi.  

Selain itu, indikator utama lainnya dalam menilai keberhasilan pengelolaan energi 

adalah indikator ketahanan energi nasional. Dalam hal ini, pemerintah akan terus 

meningkatkan kondisi terjaminnya ketersediaan energi secara berkesinambungan yang 

diselaraskan dengan penyediaan akses energi yang merata pada harga yang terjangkau 

untuk seluruh masyarakat dalam waktu jangka panjang dengan tetap memperhatikan 

perlindungan terhadap lingkungan hidup.  

Untuk mewujudkan KESDM agar menjadi penggerak utama pembangunan nasional 

melalui pengelolaan ESDM yang optimal demi terwujudnya kemandirian dan ketahanan 

energi untuk kesejahteraan rakyat yang adil dan merata, akan dilakukan upaya sistematis 

melalui misi KESDM sebagai berikut: 
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1. Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai KESDM (Jujur, Profesional, 

Melayani, Inovatif dan Berarti);  

2. Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi dan mineral yang 

berkelanjutan;  

3. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;  

4. Menjamin ketersediaan energi nasional;  

5. Meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh 

masyarakat; dan  

6. Meningkatkan pelayanan mitigasi bencana geologi (gunungapi, gerakan tanah, gempa 

bumi, tsunami dan likuefaksi). 

Sehingga dapat mencapai 4 (empat) tujuan yaitu: 

1. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi; 

2. Optimalisasi pengelolaan energi dan mineral yang berkelanjutan dalam rangka 

meningkatkan nilai tambah; 

3. Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor 

ESDM; dan 

4. Ketersediaan data dan informasi mitigasi dan penanggulangan kebencanaan geologi 

yang cepat dan akurat. 

 

Renstra KESDM 2020-2024 ditujukan untuk mencapai sasaran pembangunan sektor 

ESDM, dan untuk mewujudkan visi-misi serta tujuan di atas, KESDM menetapkan sasaran 

strategis dan indikator tahun 2020-2024 sebagaimana Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja KESDM 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

1. Meningkatnya Kemandirian dan 

Ketahanan Energi Nasional 

1. Indeks Kemandirian Energi Nasional 

2. Indeks Ketahanan Energi Nasional 

2. Optimalisasi Ketersediaan Pasokan 

Mineral 

1. Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan 

Nilai Tambah Dalam Negeri 

3. Meningkatnya Pelayanan Mitigasi 

Bencana Geologi 

1. Indeks Mitigasi Bencana Geologi 

4. Meningkatnya Kompetensi Sumber 

Daya Manusia 

1. Jumlah Pengembangan SDM yang 

Kompeten dan Profesional 

5. Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM 

yang Bertanggung Jawab dan 

Berkelanjutan 

1. Persentase Realisasi PNBP 

2. Persentase Realisasi Investasi Sektor 

ESDM 

6. Layanan Sektor ESDM yang Optimal 1. Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM 

7. Perumusan Kebijakan dan Regulasi 

Sektor ESDM yang Berkualitas 

1. Indeks Kualitas Kebijakan 

2. Indeks Implementasi Kebijakan 

8. Pembinaan Pengawasan dan 

Pengendalian Sektor ESDM Yang 

Efektif 

1. Indeks Efektivitas Pembinaan dan 

Pengawasan 

2. Tingkat Maturitas SPIP 

3. Nilai SAKIP KESDM 

9. Penelitian dan Pengembangan ESDM 

yang Produktif 

1. Jumlah Pemanfaatan Hasil Litbang 
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

10. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, 

Efisien dan Berorientasi Layanan 

Prima 

1. Indeks Reformasi Birokrasi 

11. Organisasi yang Fit Dan SDM yang 

Unggul 

1. Nilai Evaluasi Kelembagaan 

2. Indeks Profesionalitas ASN 

12. Optimalisasi Teknologi Informasi yang 

Terintegrasi 

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) 

13. Pengelolaan Sistem Anggaran yang 

Optimal 

1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan 

Anggaran (IKPA) 

2. Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan 

KESDM 

 

Dalam perencanaan sistem anggaran untuk sasaran Program Renstra Badan Geologi 

tahun 2020-2024 mendukung Renstra KESDM 2020-2024 terutama bahwa Program Kegiatan 

Badan Geologi berkaitan langsung dengan tujuan Strategis ke-4: Ketersediaan data dan 

informasi mitigasi dan penanggulangan kebencanaan geologi yang cepat dan akurat, dan 

dalam tujuan strategis ke-3: Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi 

penggerak utama sektor ESDM pada sasaran strategis ke-6 (Layanan sektor ESDM yang 

optimal). 

2.2 Rencana Strategis Badan Geologi 2020-2024 

Badan Geologi sebagai salah satu institusi di bawah KESDM menetapkan dokumen 

Renstra Badan Geologi Tahun 2020-2024 sebagai pedoman pelaksanaan program dan 

kegiatannya. Renstra Badan Geologi merujuk pada Renstra KESDM 2020-2024 dan 

menjawab isu strategis serta peran penyediaan data hulu kegeologian yang menjadi tanggung 

jawab Badan Geologi. Arah kebijakan ditujukan untuk memenuhi tujuan strategis organisasi.  

Dalam konteks pembangunan subsektor kegeologian, yang menjadi arah 

kebijakannya adalah berlandaskan kepada UUD 1945, terutama berupa: pengungkapan 

sumber daya mineral, batubara, gas metana batubara dan panas bumi, migas,  serta sumber 

daya air, rekomendasi geologi tata lingkungan untuk penataan ruang, serta mitigasi 

kebencanaan geologi. Dalam rangka mendukung program hilirisasi mineral dan batubara, 

pembangunan smelter serta program akselerasi energi baru terbarukan, maka pemutakhiran 

data neraca sumber daya dan cadangan mineral, batubara dan panas bumi dapat menjadi 

pertimbangan untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan yang 

berkelanjutan. 

Melalui penetapan ketahanan dan kemandirian sektor ESDM, Kementerian ESDM 

meningkatkan mitigasi bencana geologi, untuk meningkatkan pelayanan indeks mitigasi 

bencana geologi untuk dapat diaplikasikan pada pemerintah daerah dan masyarakat untuk 

peringatan dini dan tanggap darurat bencana, serta rekomendasi kebencanaan untuk 

penataan ruang untuk kontribusi sektor pekerjaan umum, penataan ruang, lingkungan hidup 

dan kebencanaan, kesehatan, pertanian dan pariwisata. Sementara untuk menentukan arah 

kebijakan strategi pembangunan kegeologian berkaitan dengan sasaran strategis KESDM,  

dalam Renstra Badan Geologi juga telah ditetapkan sasaran strategis sebagai dasar 

pelaksanaan program dan kegiatan, sebanyak 9 sasaran strategis sebagai berikut: 
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1. Meningkatnya Pemanfaatan Data, Informasi dan Layanan Geologi;  

2. Meningkatnya Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi; 

3. Data dan Peta Geologi yang Berkualitas;  

4. Meningkatnya Kepuasan Layanan Badan Geologi; 

5. Optimasi Kontribusi Badan Geologi yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan; 

6. Pengawasan dan Pengendalian Subsektor Geologi yang Efektif; 

7. Pengelolaan Sistem Anggaran Badan Geologi yang Optimal; 

8. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Layanan Prima; 

9. Organisasi Badan Geologi yang fit dan SDM yang Unggul. 

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 

Perjanjian kinerja (PK) adalah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi 

yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK, terwujudlah komitmen 

penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja 

terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. 

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun 

bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan 

tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan mencakup 

outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud 

kesinambungan kinerja setiap tahunnya.  

Dengan kata lain, PK juga ditujukan sebagai wujud nyata komitmen antara penerima 

amanah dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntablitas, transparansi, dan 

kinerja aparatur; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 

sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi 

dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; sebagai dasar bagi pemberi amanah 

untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja 

penerima amanah; dan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. 

PK Badan Geologi tahun 2022 merupakan penetapan kinerja tahun ketiga dari Renstra 

Badan Geologi 2020-2024. Dalam penyusunannya, PK Badan Geologi tahun 2022 mengacu 

kepada Permenpan RB Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian 

Kinerja ketiga renstra ini ditandatangani oleh Kepala Badan Geologi pada 27 Desember 2021.  

Untuk pelaksanaan PK Badan Geologi tahun 2022 ini didukung dengan dokumen 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2022 sebesar Rp 406.035.853.000 Berikut 

ini rincian PK Badan Geologi tahun 2022: 
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Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Badan Geologi dan Sasaran Strategis Tahun 2022 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Target 

Kinerja Tahun 

2022 

1 Meningkatkan 

Pelayanan Mitigasi 

Bencana Geologi 

Indeks Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi 60,49 Indeks 

2. Meningkatnya 

Pemanfaatan Data 

Informasi dan 

Layanan Geologi 

Persentase Realisasi Rekomendasi 

Wilayah Kerja Mineral, Batubara dan Gas 

Metana Batubara, Panas Bumi, Minyak dan 

Gas Bumi 

100 % 

Persentase Realisasi Rekomendasi 

Pengelolaan Air Tanah, Geologi Teknik dan 

Geologi Lingkungan dan Penetapan 

Warisan Geologi 

100 % 

Persentase Ketersediaan Sistem Informasi 

Hidrogeologi yang Terpadu 

100 % 

3. Data dan Peta 

Geologi yang 

Berkualitas 

Persentase Penyelesaian Pemetaan 

Geologi 

100 % 

Persentase Pemutakhiran Neraca Sumber 

Daya dan Cadangan Mineral, Batubara dan 

Panas Bumi 

100 % 

4. Meningkatnya 

Kepuasan Layanan 

Badan Geologi 

Nilai Kepuasan Layanan Badan Geologi 77,50 

5. Optimalisasi 

Kontribusi Badan 

Geologi yang 

Bertanggung Jawab 

dan Berkelanjutan 

Persentase Realisasi PNBP Badan Geologi 100 % 

6. Pengawasan dan 

Pengendalian 

Subsektor Geologi 

yang Efektif 

Nilai SAKIP Badan Geologi 81 

Tingkat Maturitas SPIP Badan Geologi 3,9 

7. Pengelolaan Sistem 

Anggaran yang 

Optimal 

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan 

Anggaran (IKPA) Badan Geologi 

90 

8. Terwujudnya 

Birokrasi yang 

Efektif, Efisien dan 

Berorientasi pada 

Layanan Prima 

Indeks Reformasi Birokrasi Badan Geologi 85,5 

9. Organisasi Badan 

Geologi yang Fit dan 

dan SDM yang 

Unggul 

Nilai evaluasi Kelembagaan Badan Geologi  73,5 

Indeks Profesionalitas ASN Badan Geologi  75 
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LAMPIRAN 

KINERJA SATUAN KERJA BARU YANG BERGABUNG KE BADAN GEOLOGI 

 

Balai Besar Survei dan Geologi Kelautan 

Dari hasil penandatanganan PK dan Kontrak Kinerja (KK) pada tahun anggaran 2022, 

didapatkan rincian capaian kinerja Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan 

(BBSPGL) yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai berikut: 

1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 

Untuk Capaian PK pada tahun 2022 berdasarkan waktu dan bentuk kelembagaan maka 

Perjanjian Kinerja BBSPGL antara Kepala BBSPGL dengan Kepala Badan Geologi yaitu 

dimulai bulan Oktober - Desember 2022 setelah DIPA BBSPGL turun dari hasil cut off 

anggaran P3GL menjadi BBSPGL. Untuk Capaian Kinerja BBSPGL setelah dilakukan 

Revisi Perjanjian Kinerja BBSPGL antara Kepala BBSPGL dengan Kepala Badan 

Geologi sesuai dengan Tabel 3.79 di bawah ini: 

 

Tabel Capaian Kinerja BBSPGL Tahun 2022 

Sasaran 

Kegiatan 
 Indikator Kinerja Satuan 

Target  

(PK 2022) 
Realisasi  

Persentase 

Capaian (%) 

Optimalisasi 

Kontribusi 

Bidang Geologi 

Kelautan Yang 

Bertanggung 

Jawab dan 

Berkelanjutan 

1 Realisasi Penerimaan 

Negara Bukan Pajak-

BLU (Rp Miliar) 

Rp Miliar 33 1,94 5,9 % 

2 Realisasi Pendapatan 

dari Optimalisasi Aset 

(Rp Miliar) 

Rp Miliar 2,87 0,85 29,67 % 

3 Persentase 

Penyelesaian 

Modernisasi 

Pengelolaan BLU (%) 

% 75 70 93 % 

4 Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

Pengguna Layanan 

Jasa Geologi 

Kelautan (Indeks 

Skala 4) 

Nilai/Skor  

(skala 1-4) 

3,3 3,54 107,3 % 

5 Persentase 

Penerapan Inovasi 

Layanan (%) 

% 80 100 125 % 

Meningkatnya 

Kepuasan 

Layanan Badan 

Geologi 

6 Publikasi di Bidang 

Geologi Kelautan 

(Terbitan) 

Terbitan 4 3 75 % 



 

Sasaran 

Kegiatan 
 Indikator Kinerja Satuan 

Target  

(PK 2022) 
Realisasi  

Persentase 

Capaian (%) 

Pengelolaan 

Sistem 

Anggaran Yang 

Optimal 

7 Persentase Realisasi 

Anggaran - RM  

% 95 84,74 89,2 % 

8 Rasio Pendapatan 

Layanan terhadap 

Biaya Operasional 

(POBO) (%) 

% 25 3,75 15 % 

Terwujudnya 

Birokrasi yang 

Efektif, Efisien, 

dan Berorientasi 

pada Layanan 

Prima 

9 Layanan Internal yang 

Optimal 

Layanan 1 1 100 % 

Organisasi yang 

fit dan SDM 

yang Unggul 

10 Persentase pegawai 

BBSPGL yang bebas 

Hukuman Disiplin  

% 100 92 92 % 

11 Persentase Pegawai 

BBSPGL yang 

Mencapai/ Melebihi 

Target Kinerja dalam 

SKP 

% 86 86 100 % 

 

Dari 11 (Sebelas) indikator kinerja BBSPGL, terdapat 4 (empat) indikator kinerja 

BBSPGL yang capaianya sesuai/melebihi target, yaitu:  

1) Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Jasa Geologi Kelautan 

(Indeks Skala 4) yaitu dari target 3,3 tercapai 3,54 atau 107,3% 

2) Persentase Penerapan Inovasi Layanan (%) yaitu dari target 80% tercapai 80% 

atau 100% 

3) Layanan Internal yang Optimal yaitu dari target 1 Layanan tercapai 1 Layanan 

atau 100% 

4) Persentase Pegawai BBSPGL yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja dalam 

SKP yaitu dari target 86 tercapai 86 atau 100% 

Pada tahun anggaran 2022, setelah dilaksanakan reorganisasi/transformasi dari 

P3GL menjadi BBSPGL maka BBSPGL diharuskan melaksanakan Cut Off anggaran 

dari P3GL menjadi BBSPGL. Kemudian setelah tahapan Cut off anggaran tersebut 

diselesaikan maka terbitlah DIPA BBSPGL. 

Realisasi anggaran BBSPGL sampai dengan tanggal 23 Desember 2022 adalah 

sebesar 23,13% atau sebesar Rp.9.062.047.665,- dari total PAGU anggaran 

BBSPGL sebesar Rp.39.178.880.000,- Dengan rincian realisasi anggaran Rupiah 

Murni (RM) sebesar 81,65% atau Rp.8.292.326.226,- dan realisasi belanja BLU 

tercapai 2,65% atau sebesar Rp.769.721.439,-.  

 

 



 

2. Capaian Kontrak Kinerja (KK) Tahun 2022 

Selain Capaian Perjanjian Kinerja di atas, BBSPGL juga memiliki capaian Kontrak Kinerja 

Tahun 2022. Namun untuk KK BLU BBSPGL Tahun 2022 tidak mengalami revisi karena 

masih tetap menggunakan KK BLU yang telah ditetapkan pada awal TA 2022, dimana 

capaian kontrak kinerjanya terdapat pada tabel 3.80 di bawah ini: 

Tabel Capaian Kontrak Kinerja BLU BBSPGL Tahun 2022 dengan Direktorat PPK BLU 

Kementerian Keuangan 

No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja 

Utama 
Satuan 

Target Tahun 

2022 
Realisasi 

Capaian 

(%) 

1 Aspek 

Pembinaan 

Teknis 

1. Realisasi PNBP BLU Rupiah 33.000.000.000  1.940.172.579 5,88 % 

2. Rasio Pendapatan 

Operasional terhadap 

Beban Operasional 
% 25 3,75 15 % 

3. Realisasi 

Pendapatan dari 

Optimalisasi Aset 

Tetap 

Rupiah 2.870.000.000  852.515.000 29,67 % 

4. Indeks Kepuasan 

Pengguna Layanan 

Litbang 
Indeks 3,3 3,54 107,3 % 

2 Aspek 

Pembinaan 

Keuangan 

dan 

Tatakelola 

5. Persentase 

penyelesaian 

modernisasi 

pengelolaan BLU 

% 75 70 93 % 

6. Persentase 

Penyelesaian 

Rekomendasi Hasil 

Monitoring dan 

Evaluasi dari 

Direktorat Pembinaan 

Pengelolaan 

Keuangan BLU 

secara tepat waktu 

yang memadai dan 

sesuai dengan 

ketentuan 

% 80 100 125 % 

7. Persentase 

Penerapan Inovasi 

Layanan 
% 80 80 100 % 

Dari 7 (Tujuh) indikator KK BLU BBSPGL, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja BLU BBSPGL 

yang capaiannya sesuai/melebihi target, yaitu:  



 

1) Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Jasa Geologi Kelautan (Indeks 

Skala 4) yaitu dari target 3,3 tercapai 3,54 atau 107,3%. 

2) Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari 

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU secara tepat waktu yang 

memadai dan sesuai dengan ketentuan yaitu dari target 80 tercapai 100 atau 125%. 

3) Persentase Penerapan Inovasi Layanan yaitu dari target 80 tercapai 80 atau 100%. 



 

LAMPIRAN 

TARGET DAN CAPAIAN SUSTAINABLE DEVEOPMENT GOALS (SDGs) BADAN GEOLOGI 

 

 

2021 Capaian 2021 2022 Capaian 2022 2023 2024

6347 Data, Informasi, 

Rekomendasi dan Layanan 

Geologi

 6347.PBI.401 Cekungan Air Tanah yang 

Dipantau

CAT 5 5  Cekungan Air Tanah (CAT), terdiri dari:

1. CAT Serang – Tangerang

2. CAT Tegal-Brebes

3. CAT Ngawi-Ponorogo

4. CAT Yogyakarta-Sleman

5. CAT Jakarta

4 4  Cekungan Air Tanah (CAT), terdiri dari:

1. CAT Sidareja

2. CAT Karanganyar-Boyolali

3. CAT Tegal-Brebes

4. CAT Karawang-bekasi

13 16 Tersebar Kemen ESDM

6347.PBI.502 Rekomendasi Teknis 

Pengusahaan Air Tanah

Rekomendasi 250 250 250 250 300 300 Provinsi DKI Jakarta Kemen ESDM

6347.ABI.401 Pemutakhiran Data Eksplorasi 

Air Tanah

Laporan	 1 1 Laporan, Mengenai Hibah Sumur bor 1 1 Laporan, Mengenai Hibah Sumur bor 1 1 Pusat Kemen ESDM

6347.ABI.503 Pemutakhiran Data Konservasi 

Cekungan Air Tanah Jakarta

Laporan	 1 1 1 1 1 1 Pusat Kemen ESDM

Program/Kegiatan/Rincian Output Satuan 

Target Tahunan

Lokasi 
Instansi 

Pelaksana

PROGRAM PEMERINTAH

TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK 
INDIKATOR TPB/SDGs:

6.3.2.(a) Kualitas air permukaan sebagai air baku

6.3.2.(b) Kualitas air tanah sebagai air baku

020.FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi



 

 

2021 Capaian 2021 2022 Capaian 2022 2023 2024

6347 Data, Informasi, 

Rekomendasi dan Layanan 

Geologi

6347.PBI.401 Jaringan Pemantauan Air 

Tanah Berbasis Cekungan Air 

Tanah (CAT)

Cekungan Air 

Tanah (CAT)

5 5  Cekungan Air Tanah (CAT), terdiri dari:

1. CAT Serang – Tangerang

2. CAT Tegal-Brebes

3. CAT Ngawi-Ponorogo

4. CAT Yogyakarta-Sleman

5. CAT Jakarta

4 4  Cekungan Air Tanah (CAT), terdiri dari:

1. CAT Sidareja

2. CAT Karanganyar-Boyolali

3. CAT Tegal-Brebes

4. CAT Karawang-bekasi

13 13  Tersebar  Kemen ESDM

6346 Mitigasi dan Pelayanan 

Kebencanaan Geologi

6346.ABS.307 Rekomendasi Mitigasi Bencana 

Gunung Merapi dan 

Kebencanaan Geologi

Rekomendasi 5 5 Rekomendasi 4 4 Rekomendasi 9 9  Pusat  Kemen ESDM

6346.ABS.308 Sosialisasi dan Pelatihan 

Mitigasi Bencana Geologi

Wilayah 55 55 wilayah di sekitar Kawasan Rawan 

Bencana Gunung Merapi

52 52 wilayah di sekitar Kawasan Rawan Bencana 

Gunung Merapi

65 65  Tersebar  Kemen ESDM

6346.DDB.310 Teknologi dan Instrumentasi 

Kebencanaan Geologi

Purwarupa 2 2 Sistem, terdiri dari:

1. Sistem Informasi Gerakan Tanah berbasis 

IoT di Desa Garung, Desa Pulus Sukoharjo, 

dan Desa Tieng Wonosobo 

2. Sistem penerima data stasiun tiltmeter 

dan Vogamos

2 2 Sistem, terdiri dari:

1. Stasiun Vogamos di Kawah Sikendang 

Gunung Dieng

2. Sistem monitoring gerakan tanah berbasis Iot 

di Purworejo

2 2  Pusat  Kemen ESDM

6346.PBS.201 Sistem Mitigasi Bencana 

Geologi Yang Dikembangkan

Lokasi 3 3 Sistem, terdiri dari:

1. Peralatan Sistem Mitigasi Bencana 

Geologi:

- Gunung LliBoleng (NTT)

- Gunung Dieng (Jateng)

- Gunung Slamet (Jateng)

- Gunung Guntur (Jabar)

- Gunung Ijen (Jatim)

- Gunung Seulawah Agam & Burni Telong 

2. Peralatan Sistem Mitigasi Bencana Gempa 

Bumi dan Tsunami

3. Peralatan Sistem Mitigasi Bencana 

Gerakan Tanah

6 6 Lokasi, terdapat pada:

1. Pos Gunung Awu (Sulut)

2. Pos Gunung Tangkuban Perahu (Jabar)

3. Gunung Api Anak Krakatau (Banten)

4. Gunung Api Arjuno Welirang (Jatim)

5. Gunung Semeru (Jatim)

6. Kabupaten Pacitan, Jatim (LEWS)

17 17  Tersebar  Kemen ESDM

TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN
INDIKATOR TPB/SDGs: 11.b.1* Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction  2015–2030

020.FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi

Program/Kegiatan/Rincian Output Satuan 

Target Tahunan

Lokasi 
Instansi 

Pelaksana

PROGRAM PEMERINTAH



 

 

 

2021 Capaian 2021 2022 Capaian 2022 2023 2024

6346.PBS.202 Pos Pengamatan Gunungapi 

yang Dikembangkan

Pos Pengamanan 

Gunung Api

4 4 Pos, terdiri dari:

1. Ciremai (Jabar)

2. Soputan (Sulut)

3. Egon (NTT)

4. Karangetan (Sulut)

4 4 Pos, terdiri dari:

1. Gunug Arjuno Welirang (Jatim)

2. Gunung Sinabung (Sulut)

3. Gunung Iya (NTT)

4. Gunung Merapi Kaliurang (Daerah Istimewa 

Yogyakarta)

14 14  Tersebar  Kemen ESDM

6346.PBS.206 Peta Kawasan Rawan Bencana 

Geologi

Peta 17 17 Peta, terdiri dari:

1. Kawah Karaha, Jabar 

2. G. Poco Leok, Mangarai 

3. G. Riang Kotang, Flores Timur

4. G. Sokoria, Ende 

5. Kawah Karaha, Jabar 

6. Kawah Karahamanuk, Jabar 

7. G. Pocok Leok, NTT

8. Surabaya, Jatim 

9. Kendal, Jateng 

10. Kab. Kebumen, Jateng  

11. Kab. Banyuwangi, Jatim

12. Kab. Lombok Tengah, NTB 

13. Kab. Mamuju, Sulbar 

14. Kab. Kulonprogo, DIY

15. Kab. Bogor, Jabar 

16. Kab. Magelang, Jateng 

17. Kawah Manuk, Jabar

14 14 Peta, terdiri dari:

1. GA Rinjani, NTB 

2. GA Lokon, Sulut 

3. GA Gamalama, Malut

4. GA Pematang Bata, Lampung  

5. GA G. Colo, Sulteng

6. Kawah Kamojang, Jabar

7. Weda, Malut 

8. Likupang, Minahasa Utara 

9. Likupang, Minahasa Utara

10. Ternate, Malut 

11. Kab. Tanggamus, Lampung 

12. Kab Kerinci, Jambi

13. Kab. Sinjai, Sulsel 

14. Kab. Buleleng, Bali

20 20  Tersebar  Kemen ESDM

6346.ABS.203 Rekomendasi Teknis Mitigasi 

Bencana Geologi (Erupsi 

Gunungapi, Gempa Bumi, 

Tsunami dan Gerakan Tanah)

Rekomendasi 120 120 Rekomendasi 110 110 Rekomendasi 176 176  Pusat  Kemen ESDM

TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN
INDIKATOR TPB/SDGs: 11.b.1* Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction  2015–2030

020.FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi

Program/Kegiatan/Rincian Output Satuan 

Target Tahunan

Lokasi 
Instansi 

Pelaksana

PROGRAM PEMERINTAH



 

 

2021 Capaian 2021 2022 Capaian 2022 2023 2024

6346.ABS.204 Sosialisasi dan Informasi 

Mitigasi Bencana Geologi

Wilayah/ 

Kabupaten

7 7 Layanan, terdiri dari:

1. G. Raung, Jatim

2. G. Semeru, Jatim

3. Semarang, Jateng

4. Bandung, Jabar

5. Bandung, Jabar

6. Bandung, Jabar

7. Bandung, Jabar

29 29 Wilayah, terdiri dari:

1. GA Dieng, Jateng

2. GA Soputan, Sulut

3. GA Ili Lewotolok, NTT

4. Bandung

5. Kab Cilacap, Jateng

6. Kab. Garut, Jabar

7. Kab. Bandung Barat 

8. Kota Semarang, Jateng

9. Kab. Bandung, Jabar

10. Bali, GPDRR

11. Bandung

12. DIY

13. Kab. Garut, Jabar

14. Bogor, Jabar

15. Cirebon, Jabar

16. NTT

17. Sumut

18. Yogya

19. Yogya

20. Cianjur, Jabar

21. Yogyakarta

22. Yogyakarta

23. Labuan Bajo

24. Yogyakarta

25. NTT

26. Jakarta

27. Jawa Timur

28. Yogyakarta 

29. Jawa Barat

39 39  Tersebar  Kemen ESDM

6346.ABS.309 Data dan Informasi Hasil 

Penyelidikan, Penelitian, 

Pengembangan Metode dan 

Analisis Laboratorium 

Kebencanaan Geologi 

Layanan Data 22 22 layanan data 19 19 layanan data 22 22  Pusat  Kemen ESDM

6346.PBS.412 Rekomendasi Geologi 

Penurunan Muka Tanah di 

Kawasan Pesisir Pantai Utara 

Pulau Jawa (PATGTL)

Rekomendasi 2 2 Lokasi, terdiri dari:

1. Kabupaten Pekalongan

2. Kota Semarang

3 3 Lokasi, terdiri dari:

1. Bekasi

2. Pekalongan

3. Surabaya

2 2  Tersebar  Kemen ESDM

6346.PBS.413 Rekomendasi Penyelidikan 

Geologi Terpadu untuk 

Penataan Ruang

Rekomendasi 

Kebijakan

2 2 Rekomendasi, terdiri dari:

1. Penyelidikan Geologi Terpadu Menunjang 

Penataan Ruang pada Kawasan Rawan 

Bencana Wilayah Manado-Sulawesi Utara, 

dan Mamuju-Sulawesi Barat

2. Penyelidikan Geologi Terpadu Menunjang 

Penataan Ruang pada Kawasan Rawan 

Bencana Wilayah Bali.

4 4 Rekomendasi, terdiri dari:

1. Penyelidikan Geologi Terpadu Menunjang 

Penataan Ruang padaKawasan Rawan Bencana 

Wilayah D.I. Yogyakarta

2. Penyelidikan Geologi Terpadu Menunjang 

Penataan Ruang Pasca Gempa, Kab, Pasaman, 

Kab. Sumatera Barat

3. Evaluasi Kawasan Resapan Kabupaten Tegal, 

Provinsi Jawa Tengah

4. Evaluasi Geologi Lingkungan Pasca Bencana 

4 4  Pusat  Kemen ESDM

TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN
INDIKATOR TPB/SDGs: 11.b.1* Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction  2015–2030

020.FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi

Program/Kegiatan/Rincian Output Satuan 

Target Tahunan

Lokasi 
Instansi 

Pelaksana

PROGRAM PEMERINTAH



 

 

2021 Capaian 2021 2022 Capaian 2022 2023 2024

6347 Data, Informasi, 

Rekomendasi dan Layanan 

Geologi

6347.PBI.606 Warisan Geologi yang 

ditetapkan

Lokasi 4 Penetapan 4 Kepmen Warisan Geologi pada 

4 Lokasi, terdiri dari:

1. Ende,

2. Yogyakarta,

3. Merangin,

4. Sumbar

4 Penetapan 4 Kepmen Warisan Geologi pada 4 

Lokasi, terdiri dari:

1. Lebak, Banten (Kepmen sudah terbit)

2. Natuna

3. Dieng

4. Tulungagung

4 4 Pusat Kemen ESDM

6347 Data, Informasi, 

Rekomendasi dan Layanan 

Geologi

6347.PBI.401 Jaringan Pemantauan Air 

Tanah Berbasis Cekungan Air 

Tanah (CAT)

Cekungan Air 

Tanah (CAT)

5 5 Cekungan Air Tanah (CAT), terdiri dari:

1. CAT Serang – Tangerang

2. CAT Tegal-Brebes

3. CAT Ngawi-Ponorogo

4. CAT Yogyakarta-Sleman

5. CAT Jakarta

4 4 Cekungan Air Tanah (CAT), terdiri dari:

1. CAT Sidareja

2. CAT Karanganyar-Boyolali

3. CAT Tegal-brebes

4. CAT Karawang-Bekasi

13 13  Tersebar  Kemen ESDM

020.FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi 

INDIKATOR TPB/SDGs: 12.c.1* (a) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai persentase dari PDB; dan (b) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai proporsi dari total pengeluaran nasional untuk bahan bakar fosil

TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM
INDIKATOR TPB/SDGs: 13.1.2* Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030

020.FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi

INDIKATOR TPB/SDGs:

13.2.2* Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun

13.2.2.(a) Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)

13.2.2.(b) Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)

INDIKATOR TPB/SDGs: 12.b.1.(a) Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development

TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB

INDIKATOR TPB/SDGs: 

12.4.1* Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya

12.4.1.(a)  Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline  50 ton penggunaan merkuri

12.4.1.(b) Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline

Program/Kegiatan/Rincian Output Satuan 

Target Tahunan

Lokasi 
Instansi 

Pelaksana

PROGRAM PEMERINTAH


